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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tarrah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 
Makassar tentang Perubahan Anggaran dan Pcndapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara 
kegiatan dan antar jenis belanja, maka dipandang perlu 
dilakukan pcrubahan APBD Tahun Anggaran 2019; 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

PF:RATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
NO MOR 8 TA HUN 2019 

TENT ANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pernberuukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana tclah 
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
ientang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
b398); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 44 38); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistcrn 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Pcmeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4286 ); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 
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22. Pera tu ran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I ten Lang Pajak 
Dae rah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

20. Peraturan Perneriritah Nomor 20 Tahun 2001 Len tang 
Pembinaan dan Perigawasan atas Penyelenggaraan 
Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 l Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 ieruang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 teruang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotarnadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia 
Nornor 2970); 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kcpala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

16. Undang-undang Nornor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcniang Pcrnerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
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32. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 teruang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nornor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teruang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

29. 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

26. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4575); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjarnan Daerah (Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Sadan Layanan Umum ( Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ientang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 
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42. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pokok Pokok Pcngelolaan Keuangan Dacrah 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

41. Peraturan Men Leri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019; 

40. Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pcmerintahan Bcrbasis 
Akrual Pada Pemcrintah Daerah; 

3q Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pengolahan Data dan lnformasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
icntang Tata Cara Periatausahaan dan Penyusunan Laporari 
Pertanggungjawaban Benda hara serta Tata Cara 
Penyampaiannya; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Pcrubahan Kcdua atas Pera tu ran 
Merucri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcruang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4578); 

36. 

35. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 114); 

34. Peraturan Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tcntang 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 712); 



6 

54. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Bcrita Daerah Kota Makassar Tah un 2018 
Nomor 63); 

53. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 Lentang 
Sistern dan Proscdur Pengelolaan Kcuangan Daerah (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57); 

52. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Perner intah Kota Makassar 
(Serita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29); 

51. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 Len tang 
Kcbijakan Akuntansi Pemcrintah Kota Makassar (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28); 

50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 lentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69); 

40 Pr-rnt ura n Dacrah Kola Maka ssa r Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Tentang Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Dacrah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2018 Nomor 7); 

48. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kola 
Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

47. Pera tu ran Daerah Kora Makassar Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Makassar Tahun 2014-2019, (Lembaran Daerah Kola 
Makassar Tahun 2014 Nomor 5); 

46. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Lembaran Dacrah 
Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5); 

45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kola 
Makassar Tahun 2011 Nomor 13); 

44. Peraturan Daerah Kora Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
ientang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kola 
Makassar Tahun 2011 Nomor 12); 

-L3. Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 3 Tahun 20 l 0 
tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kola 
Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana Lelah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2012 
Nomor 2); 
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WALIKOTA MAKASSAR 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
Antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 

61. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola 
Makassar Nomor 24/DPRD/IX/2019 tentang Persetujuan 
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pcrubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 menjadi Peraturan Daerah. 

60. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar 
Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 teruang Kode 
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar; 

59. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar 
Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar; 

58. Pera tu ran Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Keempat Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 
Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kota 
MakassarTahun 2019 Nomor 38); 

57. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2019 Nomor 29); 

56. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 
Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2019 Nomor 22); 

55. Peraturan Walikota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2019 Nomor 9); 

Menetapkan 
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Rp 519,469.302,666.00 Jumlah Lam-lam pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 

Rp 539,455,399,000.00 
Rp [19,986.096.334.001 1+1 

c. Lam-lam pendapatan daerah yang sah 
l) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 

Rp l.624.776.235.586.00 Jumlah Pendapatan ash daerah setelah perubahan 

b. Dana penmbangan 
1 Semula Rp 1.911.094.669.000.00 
21 Bcrtambah / IBerkurangl Rp (22.068.123,536.00J (+) 

Jumlah Dana penmbangan setelah perubahan Rp 1.889 .026,545.464 .00 

Rp 1,649,402,916,000.00 
Rp (24.626,680.414.00 i+I 21 Bcrtambah / (BerkurangJ 

I. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan ash daerah 

11 Semula 

Pasal 2 

Rp 0.00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkcnaan setelah perubahan 

Rp 121,757.015.604 91 Jumlah Pembiayaan neuo setelah perubahan 

Rp 53,000.000.000.00 !·I 

52.000.000.000.00 
1.000.000.000.00 (+l 

Rp 
Rp 

b. Pengeluaran 
11 Semula 
2) Benambah ; (Berkurang) 

Jumlah Pengcluaran setelah perubahan 

Rp 174.757.015.684 91 

Rp 215,000.000,000.00 
Rp 140.242.984.315 09] !+I 

3. Pembiayaan 
a. Penenmaan 

II Semula 
) Bcrtambah ' (Acrkurangl 

Jumlah Penenmaan setelah perubahan 

Rp !121.757.015.684 911 [Oefisn setelah perubahan 

Rp 4.155,029.099,400.91 (·I 

Rp 4.262.952.984.000.00 
Rp 1107.923.884.599.091 (+) 

2. Belanja 
11 Semula 
21 Benambah · l8erkurang1 

Jumlah Belanja setelah perubahan 

Rp 4,033.272.083,716.00 
21 Bertambah I (Berkurangl 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

Rp 4.099.952.984.000.00 
Rp (66,680,900,284.001 f+I 

l. Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjurnlah Rp. 4.314.952.984.000.00 berkurang 
sejumlah Rp. 106.923.884.600,00 sehmgga rnenjadi Rp. 4.208.029.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal l 
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17,664,000,000 00 Rp Jumlah Bantuan Keuangan dan provmsi pemenntah daerah lrunnya 
setelah perubahan 

19,402,800,000.00 
(1, 738,800,000.00) (Tl 

Rp 
Rp 

I) Semula 
21 Benambah I (Berkurang) 

31.415.999.000 uo Rp Jumlah Dana Pcnyesuaian dan Otonorm Khusus setelah perubahan 

62,831,999,000.00 
(31,416,000,000.00) (+) 

Rp 
Rp 

337,584.703,666 00 Rp 

c Uag1 hasil pajak dan provmsi dan dari pernenmah daerah lamnya 
IJ Semula Rp 324,416,000.000.00 
21 Bertambah / (Be1kurangi ~p~~ 168 703.666 00 (+I 

Jumlah Uag1 hast! paiak dan prO\'InS1 dan dan perncnntah daerah lamnya 
yang dipisahkan serelah perubahan 

d. Dana Penvesuaian dan Oronorm Khusus 
I Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 

Rp 
____ (+) 

Rp 
Rp 

132,804,600,000 00 Rp 
(+J Lt Bertamban 1 [Berkurangj 

Jumlah Hibah setelah perubahan 

b Dana darurat 
Sernula 

21 Berrambah / [Berkurangj 
Jumlah Dana darurat setelah perubahan 

132.804,600,000.00 Rp 
l<p 

4 Lain-lain pendapatan asll daerab yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri darl 
jcnis pendapatan : 
a. Hibah 

II Semula 

Jumlah Dana bagi hast! pajak dan bukan pajak setelah perubahan Rp 111,573,264,000 00 

b. Dana alokasi umum 
I) Semula Rp 1.389.864.807 000 00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp t·I ---- 

Jumlah Dana alokas: umum seielah perubahan Rp I .389 .~6-1.807 .000 00 

c. Dana alokasi khusus 
I) Sernula Rp 409,656.598.000.00 
.2) Beriambah I Ber Kur ang) Rp (22.068, 123,536.001 (+) 

Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 387,588.474.464 00 

~ Dana pcrimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tcrdlri dari jcnls pendapatan: 
a. Dana bagi hast! pajak dan bukan pajak 

II Semula Rp 11 I ,573.264 ,000 00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp (+J 

1• ""m11l 1 Rp 1.315.000.000,000 00 
21 Bertambah / (Berkurang) Rp (+) 

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp 1,315,000,000.000.00 

b. Retnbusi daerah 
II Semula l<p 133.2.21.234.000.00 
2 Berrambah / [Berkurang] Rp (87.2,454,000.00J 1~1 

Jumlah Retnbusi daerah seielah perubahan Rp 13.2.348,780.000 00 

c. Has1J pengelolaan kekavaan daerah yang diprsahkan 
I Semula Rp 46.MS,052.000.00 
2) Bertambah / (Berkurangj Rp (8.835.265,317 .00) (+I 

Jumlah Ha~1l pengelolaan kekavaan daerah vang diprsahkan setelah perubahan Rp 37,809. 786.683.00 

d. Lam-Jam pendapaian ash daerah yang sah 
I) Sernula Rp I 54 ,536,630,000.00 
21 Bertambah / (Berkurangj Rp (14,918,961,097 001 (+) 

Jumlah Lam-lam pendaparan ash daerah yang sah setelah perubahan Rp 139 617,668,903.00 

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat I 11 huruf a terdiri dari jenis pcndapatan : 
a Pajak daerah 
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,-, l I j q '-!•I\\ ' 

II Semula Rp 235, 768.008.265.00 
21 Bertambah / [Berkurang) Rp (S.O 15,536,931.001 (+I 

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 230, 752.471.334.00 

b, Bclanja barang dan jasa 
)) Sernula Rp 1,679.299.942.016.00 
21 Benambah / [Berkurangj Rp (71,645. 775.380.00) I• I 

Jumlah Belanja barang dan Jasa seielah perubahan Rp 1.607 .654 .166.636.00 

c. Belanja modal 
1) Sernula Rp 1, 123.952,315.719.00 
2) Bertarnbah / JBerkurang) Rp ( 13.502. 729.689.00) (+I 

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp l .110,449.586,0.30.00 

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

e. Belanja bantuan sosial 
,, ~l lhldu Rp 

21 Bertambah / (Berkurang] R_p_ 3,115,000,000.00 (+) 
Jurnlah Belanja bantuan sosial serelah perubahan Rp 3, 115,000,00U.UO 

r. Belanja bagi hasrl 
11 Semula Rp 
2) Bertambah / [Berkurang] Rp (+) 

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 

g. Belanja bantuan keuangan 
11 Sernula Rp 1,094,538.000.00 
2) Bertambah / (Bcrkurang] Rp 55,410,000.00 (+) 

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp l. l 4CJ.9'18,000.00 

h. Belanja udak terduga 
I) Sernula Rp 23 ,463. 970.000.00 
2) Bertarnbah / (Berkurang) Rp 8,536,030,000. 91 (+I 

Jumlah Belanja udak terduga setelah perubahan Rp 32.000,000.000. 91 

d. BelanJa hibah 
l) Sernula Rp 
21 Benambah / [Berkurang] Rp --''---~~~~~~~~ 

Jumlah Belanja hibah seielah perubahan 

1~1 
Rp 

(+) 
Rp 

58,958.500.000.00 
4,713,473,545.00 (+) 

Rp 63,671,973.5-15.00 

b. Belanja bunga 
1) Semula Rp 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 

Jurnlah Belanja bunga serelah perubahan 

c. Belanja subsrdi 
I) Semula Rp 
21 Bertambah / [Berkurang] Rp 

Jurnlah Belanja subsrdi setelah perubahan 

1.106.235, 953.855.00 Rp 

1,140,415.710.000.00 
(34,179.756,145.00) [+] 

Rp 
Rp 

1 Belanja tidak Jangsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai 

IJ Sernula 
2) Bertarnbah I (Berkurang] 

Jumlah Belarus pegawai setelah perubahan 

Rp 2,948,856.224,000.00 

Rp 3.039,020.266.000.00 
Rp (90,164,042,000.00) (+I 

b Belanja Langsung 

11 Semula 

2) Benambah / (Berkurang] 

Jumlah Belanja langsung setelah perubahan 

Rp 1.206, 172.875.400.91 Jumlah Belanja udak langsung serelah perubahan 

Rp 1.223.932.718.000.00 
Rp (17,759.842,599.09) (.,.) 

1) Sernula 

2) Benambah / (Berkurang) 

I. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari : 

a. Belanja ndak langsung 

Pasal3 
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Pemerintahan 
Belanja dan 

3 Lampiran III 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercanturn dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 
2 Lampiran IT Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi SKPD; 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Dacrah , Orqanisasi SKPD, Pendapatan, 
Pembiayaan; 

Pasal 5 

Rp 
(+I 

,, • I ,,,.1.," d.1r1 1 •• 
l) Semuia Rp 
2) Bertambah / (Berkurang] Rp 

Jumlah l't>mberian pinjaman daerah setelah perubahan 

Rp 
(+) 

c. Pernbnvaran pokok utang 
ll Semula Rp 
2J Bcrtambah / [Berkurang] Rp 

Jumlah Pernbayaran pokok urang yang dipisahkan setelah perubahan 

SJ,000.000.000.00 

b. Penyerraan modal [mvestasn pemenntah daerah 
1, Semula Rp 52.000.000.000.00 

'..!: Bertambah / [Berkurung Rp 1,000.000,000 00 (~J 
.Jurnlah Penvertaan modal [mvestasi] pemenmah daerah setelah perubahan Rp 

J Pcngeluaran pemblayaan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri darl jenis pcmhlayaan : 
a Pernbentukan dana cadangan 

II Scmula Rp 
21 8ertttmbah {i3erKuf angt Rp (•I 

.Jumtah P<'rnbcntukan dana cadangan sciclah perubahan Rp 

Rp 

f. Penenrnaan piutang daerah 
I) Sernula Rp 
21 Bertambah / (Berkurangj Rp 

Jumlah Penerrmaan piurang daerah setelah pcrubahan 

Rp 
(+) 

Rp 
Rp 

e. Penerimaan kernbah pernbenan pinjarnan 
l) Sernula 
21 l'lrnambflh / (Berkurang] 

Rp 
(+) 

c. Has1I penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
l) Semula Rp 
2) Bertarnhah / (Berkur ang] Rp (+) 

Jumlah ll.1!>11 penjualan kekavaan daerah yang diprsahkan setelah perubahan Rp 

d Pencnrnaan pmjarnan daerah 
I Sernula Rp 
2) Berrarnbah / (Berkurang] Rp 

Jumlah Penerrrnaan pinjaman daerah seretah perubahan 

Rp 
(-\ 

2 Penerlmaan pemblayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a terdiri darl jenis pembiayaan : 
a S1LPA rahun anggaran sebelumnya 

11 Scmula Rp 215,000,000.000.00 
2J Ocnarnbah (Berkurang) Rp (40,242,984,315.091 (+) 

Jumlah S1LP:\ tahun anggaran sebelumnyasetelah perubahan Rp 174,757.015,6h4 91 

b Pencarran dana cadangan 
II Semula Rp 
21 Bertambah / (Berkur ang] ~ 

.Jumlah Pencairan dana cadangan seielah perubahan 

53,000.000.000.00 Rp 

52,000,000.000.00 
1.000.000,000.00 H 

b Pengeluaran Pernbrayaau 
I) Semula Rp 
21 Bertambah (Berkurang) Re__ 

Jumlah pengetuaran pembiayaan setelah perubahan 

J 74,757,015.684.91 

Pa sa l 4 
Pembiayaan Daer ah sebagalmana dlmaksud dalam pasal 1 terdiri darl : 
a Penenmaan Pembiavaan 

l l ">crnula Rp 215.000,000,000 00 
2) Hcr rarnbah I [Bcrkurang} Rp [40,242,984,315 09J 1+1 

Jumlah penerimaan pernbravaan serelah perubahan Rp 
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NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINS! SULAWESI SELATAN: 
NOMOR: B.HK.HAM.08.193.19 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 8 

SEKRETA~AERAH KOTA MAKASSAR 

V~ 
M. ANSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 8 Oktober 2019 

----- 
PAHAF PE,.;\'..: •ViS!AJi .PHO DUR H~KUn!- 
tl AB A (r HUiitJ.M & BA!J 

x.;.sua&o f-"!:R.U:7Th' •r, ~ li!-;DANCAN 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 8 Oktober 20191"" 

Pj. WALIKOTA Mid(/\: SAR' 

PMu . IQBAL s. SUHAEB 

- ... _ ·------ ..-........... .. _. ____ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kola Makassar. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

Walikota rnenetapkan 
Anggaran Pendapatan 
pelaksanaan. 

Pasal6 

4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program clan 
Kegiatan; 

5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

7 Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 

8 Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belurn diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

9 Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 


